ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Sadd Az-Zari’ah pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XI1X/2021 tentang Kewenangan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan Penyidikan
terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 ini, Majelis Hakim Konstitusi
mengabulkan permohonan untuk seluruhnya pada uji materiil Penjelasan Pasal
74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan a quo telah membuka
kebijakan hukum baru pada pencucian uang di Indonesia di mana kewenangan
penyidikan pencucian uang dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil namun hal itu menimbulkan problematika hukum apabila implementasi
penyidikan pencucian uang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Permasalahan yang diangkat, yaitu: Bagaimanakah Kewenangan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian
Uang? dan Bagaimanakah Analisis Sadd Az-Zari’ah pada Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 15/PUU-X1X/2021 yang menyatakan Kewenangan
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka/library research
dengan tiga pendekatan (undang-undang, kasus, dan konseptual). Jenis data
kualitatif dengan sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Data yang dikumpulkan melalui metode pustaka akan dianalisis menggunakan
metode deskriptif analitis.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lahirnya Parallel Investigation
sebagai metode penyidikan baru pencucian uang termasuk Penyidik Pegawai
Negeri Sipil berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang dalam lingkup
kewenangannya menurut undang-undang, problemnya ialah sikap tranparansi,
netralitas, dan integritas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menyidik
pelaku yaitu rekan kerjanya sendiri, yang hasil temuannya bersih dan tidak ada
masalah serius untuk ditindak lanjuti. Kemudian, analisis Sadd Az-Zari’ah
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 dapat
diketahui bahwa Putusan a quo mengarah pada mafsadat yang lebih besar
daripada maslahatnya sebab tidak membawa upaya pencegahan dan
pemberantasan pencucian uang, maka dengan segera hal itu harus dicegah
untuk menghilangkan kerusakan.

Kata Kunci: Kewenangan, Sadd Az-Zari’ah, Parallel Investigation,
Pencucian Uang.
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ABSTRACT

This research is entitled Sadd Az-Zart'ah's Analysis of the
Constitutional Court Decision Number 15/PUU-X1X/2021 concerning the
Authority of Civil Servant Investigators (PPNS) in carrying out
investigations related to the crime of money laundering. Through the
Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XIX/2021, the Panel of
Constitutional Judges granted the entire petition for a judicial review of the
Elucidation of Article 74 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and
Eradication of the Crime of Money Laundering. The a quo decision has opened
a new legal policy on money laundering in Indonesia where the authority to
investigate money laundering can be carried out by Civil Servant
Investigators, but this creates legal problems if the implementation of money
laundering investigations is carried out by Civil Servant Investigators. The
issues raised are: What is the authority of Civil Servant Investigators in
conducting Money Laundering Crime Investigations? and What is Sadd Az-
Zari'ah's analysis of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-
X1X/2021 which states that the authority to investigate criminal acts of money
laundering can be carried out by civil servant investigators?

This type of research uses library research with three approaches (law,
case and conceptual). Types of qualitative data with data sources namely
primary, secondary and tertiary legal materials. Data collected through the
library method will be analyzed using descriptive analytical methods.

This research can be concluded that the birth of Parallel Investigation
as a new method of investigating money laundering includes Civil Servant
Investigators having the authority to investigate criminal acts of money
laundering within the scope of their authority according to law, the problem is
the attitude of transparency, neutrality and integrity of Civil Servant
Investigators in investigating perpetrators, namely his own colleagues, whose
findings were clean and there were no serious problems to follow up on. Then,
Sadd Az-Zari'ah's analysis of the Constitutional Court Decision Number
15/PUU-XI1X/2021 can be seen that the a quo decision leads to benefits that
are greater than the benefits because it does not bring efforts to prevent and
eradicate money laundering, so this will immediately happen. must be
prevented to eliminate the damage.

Keywords: Authority, Sadd Az-Zari'ah, Parallel Investigation, Money
Laundering.
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